
BUPATI KERINCI 
PROVINSI JAMBI 

PERATURAN BUPATI KERINCI 
NOMOR 17 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 16 TAHUN 2023 
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KERINCI, 

Menimbang a. bahwa Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 
telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 
Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran. 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 

b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan belanja 
hibah kepada ICPU dan BAWASLU Kabupaten Kerinci untuk 
Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Umum sesuai dengan 
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 900.1.9.1./435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang 
Pendanaan. Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil 
Walikota, serta adannya pergesaran anggaran perangkat 
daerah berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama 
Antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten 
Kerinci Dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten 
Kerinci Nomor 900 /081/ba.tapd-2023 dan Nomor 
500/KU.07-BA/ 1501/2024 tanggal 9 November 2023 tentang 
Pemberian Hibah Pendanaan Pemilihan Kepala Daerah 
Serentak Tahun 2024 Dan i Pemerintah Kabupaten Kerinci 
dan Berita Acara Kesepakatan Bersama Antara Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kerinci Dengan Badan 
Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kerinci 
Nomor 900/082/ba.tapd-2023 dan Nomor 
027/HK.02.00/K/JA-03/11/2023 tanggal 9 November 2023 
tentang Pemberian Hibah Pendanaan Pemilihan Kepala 
Daerah Serentak Tahun 2024 Dan i Pemerintah Kabupaten 
Kerinci, sehingga ketentuan sebagimana dimaksud dalam 
huruf a perlu diubah dan disesuiakan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
da1am huruf a dan huruf b perlu menetapkan. Peraturan 
Bupati Kerinci tentang Perubahan. Atas Peraturan Bupati 
Kerinci Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2023; 



Mengingat  1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang 
Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam. 
Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1643);Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah 
diubah dengan undang-undan.g nomor 15 tahun 2019 
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 
2011 tantang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6398); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 130); 

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangan.an  Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) dan/atau dalam 
Rangka Menghadapi Ancarnan yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 
Menjadi Undang-undang, (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan. Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4972); sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 
2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1,. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6177); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stan.dar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah; 

16. Peraturan Menteri dalam. Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 
tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan 
Walikota yang bersumber dan i APBD, sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 54 Tahun 2019); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781); 



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran Dalam. Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan 
Laporan Pertan.ggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1777); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan. 
dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 926); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 
Nomor 4); 

24. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2023 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan. Belanja 
Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2023 (Berita 
Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 16); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI KERINCI NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG 
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 
2023. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan. dalarn Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2023 tentang 
Penjabaran Perubahan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2023 ( Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 16), diubah sebagai 
berilcut : 

1. Ketentuan Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi 
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian. Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, 
Belanja, dan Pembiayaan. 

2. Ketentuan Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 
Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan. 

3, Ketentuan Lampiran Ui Daftar Nama, Calon Penerima, Alam.at clan Besran Alokasi 
Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SLPD Pemberian Hibah. 
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